
 
 
 
 
 

BUPATI NIAS UTARA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI NIAS UTARA 

NOMOR 5 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 46 TAHUN 
2021 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI NIAS UTARA, 

 
Menimbang   :  a. bahwa dalam rangka penyesuaian muatan materi 

Peraturan Bupati Nias Utara tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa sehingga tidak bertentang dengan 
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka 
Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 46 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Utara 
Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa; 

 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4929); 

 
 



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Nias Utara; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 
13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Perangkat Desa; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 46 TAHUN 2021 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 

 
Pasal I 

 
Beberapan Ketentuan Peraturan Bupati Nias Utara tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 46 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2021 Nomor 147), 
diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 39 
 

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. 

 



(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada 
BPD sebanyak jumlah anggota BPD disertai dengan 
surat pengantar. 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati 
bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

(4) Kepala Desa dan Sekretaris Desa wajib membubuhkan 
paraf dengan menggunakan tinta pulpen warna biru 
pada masing-masing lembaran Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 

(5) BPD melakukan musyawarah internal untuk 
membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak 
menerima Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa dari Kepala Desa. 

(6) Setelah melakukan musyawarah internal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), BPD mengundang Pemerintah 
Desa yang wajib didampingi oleh Tenaga Pendamping 
Profesional untuk membahas dan menyepakati 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling 
lambat 5 (lima) hari sejak musyawarah internal BPD 
yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota BPD. 

(7) Keputusan terhadap penetapan Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa dinyatakan sah apabila telah 
mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya ½ 
ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang 
hadir. 

(8) Hasil kesepakatan bersama atas pembahasan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan 
dalam Berita Acara dan Nota Kesepakatan Bersama 
antara BPD dan Kepala Desa yang dilengkapi dengan 
daftar hadir pertemuan. 

(9) Atas dasar kesepakatan bersama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8), Kepala Desa menyiapkan 
rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
APB Desa yang penyusunannya dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Desa. 

  
2. Ketentuan Pasal 43 dihapus. 

  
3. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 47 
 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang 
telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi 
Peraturan Desa tentang APB Desa dan seterusnya 
diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris 
Desa. 

(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 
tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 

 



(3) Setelah Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diundangkan dalam Lembaran Desa, Kepala 
Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa 
tentang Penjabaran APB Desa sebagai Peraturan 
Pelaksanaan APB Desa tahun berkenaan. 

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang 
APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa setelah ditetapkan, kepada: 
a. Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja setelah ditetapkan; 
b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
c. Inspektorat/APIP; 
d. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset 

Daerah; 
e. Pimpinan dan Anggota BPD; dan 
f. Tenaga Pendamping Profesional Desa. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara. 

 
Ditetapkan di Lotu 
pada tanggal 24 Januari 2022 
 
BUPATI NIAS UTARA, 
 
 ttd.  
 
 
AMIZARO WARUWU 

 
Diundangkan di Lotu 
pada tanggal 24 Januari 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, 
 
          ttd. 
 
 
BAZATULO ZEBUA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 157. 


